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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Simpulan 

Berdasarkan analisis yang dilakukan mengenai perhitungan, 

pemotongan, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehubungan 

dengan transaksi-transaksi penjualan dan pembelian yang terjadi pada PT 

XYZ, maka pemagang dapat memberikan kesimpulan yang diharapkan 

dapat memberikan manfaat bagi perusahaan terkait dengan PPN yaitu: 

1. Proses perhitungan dan pemotongan PPN yang tidak dipungut pada 

bulan Januari dan Februari telah dilakukan dengan benar sesuai 

sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku, sedangkan 

pada bulan Maret masih terdapat kekurangan dalam penghitungan 

PPN yang tidak dipungut. 

2. Penerapan PPN pada bulan Januari, Februari, dan Maret 2015 pada 

PT XYZ telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, baik dalam hal perhitungan, pemotongan, dan pelaporan. 

3. Kewajiban penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN tidak terjadi 

keterlambatan dan telah dilakukan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Pada bulan Januari terdapat 

pembetulan SPT Masa PPN, atas pembetulan tersebut tidak 

dikenakan sanksi administrasi karena tidak menyebabkan 

bertambahnya pajak terhutang yang harus dibayar oleh perusahaan.  
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5.2. Keterbatasan 

Dalam melakukan praktek magang ini terdapat keterbatasan-

keterbatasan yang dialami oleh pemagang yaitu: 

1. Waktu yang dimiliki pemagang sedikit dalam melakukan analisa 

laporan perpajakan dikarenakan adanya perkuliahan dan pemagang 

juga ditugaskan ke klien yang lain. 

2. Tidak semua tranasksi-transaksi penjualan dan pembelian dianalisis, 

karena adanya keterbatasan biaya penelitian dan waktu penelitian. 

Oleh karena itu, pemagang menggunakan sampling dengan metode 

slovin. 

 

5.3.  Saran 

Berdasarkan simpulan tersebut, maka pemagang dapat memberikan 

saran bagi  penelitian berikutnya untuk menganalisis PPN dengan  

cakupan lebih luas dengan melakukan penelitian pada periode yang lebih 

lama agar bisa mendapatkan lebih banyak data-data informasi yang 

diperlukan terkait dengan PPN. 
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